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dan mengikat para pihak sampai masa berlakunya
perjanjian kerjasama berakhir.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri Koordinator Bi-
dang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koordinator Bi-
dang Perekenomian Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro di-
cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pereko-
nomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan
Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini. mulai ber-
laku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin-
tahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan
Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Re-

publik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2015
MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
SELAKU
KETUA KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN BAGI
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH,
ttd.
SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015 |
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1167

{BN)

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI REAL ESTAT GOLONGAN POKOK
REAL ESTAT BIDANG PERANTARAAN

PERDAGANGAN PROPERTI

(Keputusan Menteri Ketenagakerjaan R.I Nomor 344 Tahun 2015,
tanggal 10 Agustus 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER!I KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Na-
sional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan
Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi
Kerja Nasional Estat
Golongan Pokok Real Estat Bidang Perantaraan

Indonesia Kategori Real

Perdagangan Properti;
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Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4279);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 20086
tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No-
mor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Kerangka Kualifikasi Nasicnal Indonesia {Lemba-
ran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No-
mor 24}; .

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Peneta-
pan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 364);

Memperhatikan :
1. Hasil
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori

Konvensi Nasional Rancangan Standar,
Rea! Estat Golongan Pokok Real Estat Bidang
Perantaraan Perdagangan Properti yang dise-
lenggarakan tanggal 23 Desember 2014 bertem-
pat di Jakarta;

2. Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Neg-
eri Nomor 94/PDN/SD/4/2015 tanggal 16 April
2015 perihal Surat Permohonan Penetapan Ran-
cangan SKKNI Bidang Perantaraan Perdagangan

Properti;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-
sia Kategori Real Estat Golongan Pokok Real Estat
Bidang Perantaraan Perdagangan Properti, seb-

agaimana tercantum dalam Lampiran dan merupak-
an bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan

Menteri ini.

KEDUA:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ben-
laku secara nasional dan menjadi acuan penyelengga-
raan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi

dan sertifikasi profesi.

KETIGA:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indone-
sia sebagaimana dimaksud dalarn Diktum KESATU
pemberlakuannya ditetapkan Ioleh Menteri Perda-

_gangan.

KEEMPAT:

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji
ulang setiap 5 {lima) tahun atau sesuai dengan kebu-

tuhan.

KELIMA:
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada

tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Agustus 2015
MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
M. HANIF DHAKIRI

Catatan Redaksi :
- Karena alasan teknis, Lampiran tidak dimuat.
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